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1.1.2

Kondisi Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Selama Periode
Tahun 2014-2018 di Wilayah Jabodetabekdiketahui masih adanya hak
yang belum diterima oleh narapidana anak atau anak didik
pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, baik terhadap anak yang
ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, maupun
terhadap anak yang yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan
bersama narapidana dewasa, kondisi tersebut disebabkan masih adanya
anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan berbagai
macam perlakuan dari narapidana dewasa, seperti intimidasi, ancaman,
pemerasan, dan kekerasan. Selain itu, belum cukup lengkapnya fasilitas
pendidikan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas lla Bekasi juga
menjadi salah satu faktor yang menghambat anak menerima haknya
untuk menjalani pendidikan.

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Yang Ditempatkan
Pada Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Selama Periode Tahun 2014-
2018 di Wilayah Bekasi diketahui bahwa hampir seluruh narapidana
anak, atau anak didik narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan dan
Lembaga Pemasyarakatan atau Pembinaan Khusus anak yang menjadi
objek penelitian ini yaitu Rutan Kelas Il A Jakarta Timur, Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas Il Jakarta, Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Kelas Il Bandung, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas |
Tanggerang Periode 2014-2018 telah memperoleh hak-haknya selama
menjalani pidana di Lapas. Terkecuali pada Lapas Kelas 1A Bekasi,
dan Lapas Kelas Il Bekasi, dimana pada Lapas Kelas 1A Bekasi dua
orang narapidana anak (2018) belum merasa memperoleh haknya terkait
hak pembinaan intelektual, dikarenakan sulitnya proses administrasi,
dan kurangnya ketersediaan pengajar atau pihak yang terkait dengan
pelaksanaan ujian nasional bagi narapidana anak yang hendak
mengikuti Ujian Nasional di dalam Lapas. Berdasarkan data yang

diperoleh peneliti diketahui pelaksanaan Ujian Nasional berbasis
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Komputer terhadap 2 (dua) orang ABH telah dilaksanakan di Lapas
Kelas Il A Bekasi pada bulan April 2018 bekerjasama dengan pihak
sekolah.Faktor kendala yang ada terkait status ABH yang pada saat itu
masih tahanan sehingga perlu mendapatkan izin daripihak yang
menahan atau Kejari Bekasi apabila Ujian akan dilaksanakan di luar
Lapas. Selain itu pada Lapas Kelas IIA Bekasi tiga orang anak juga
merasa belum menerima hak nya terkait pembinaan dibidang
kewirausahaan, karena keterbatasannya alat-alat yang ada untuk
melakukan latihan dan praktik usaha bengkel (2018), serta belum
diterimanya hak anak terkait proses asimilasi dan memperoleh
pembebasan bersyarat pada tahun 2018, karena masalah syarat
pembebasan bersyarat yang hingga saat ini masih cukup rumit terkait
masalah adanya surat keterangan dari Penyidik maupun Kejaksaan
terkait adanya kerjasama anak dalam mengungkap suatu tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
Terkait pembebasa bersyarat, dan hak anak mengikuti ujian nasional
bagi narapidana anak yang hendak mengikuti Ujian Nasional (2018),
dimana masalah yang terdapat pada Lapas Kelas Il Bekasi adalah
masalah keterbatasan akses pengajar atau pengawas ujian nasional, serta
keterbatasan pengajar atau pihak yang terkait dengan pelaksanaan ujian
nasional, serta terkait hak anak untuk memperoleh asimilasi dan cuti
mengunjungi keluarga dan dikunjungi keluarga serta kerabat, yang
disebabkan cukup lamanya proses mengurus asimilasi dan cuti
mengunjungi  keluarga dan dikunjungi keluarga serta kerabat

dikarenakan factor lokasi Lapas yang cukup jauh.

1.2 Saran

1.2.1 Kedepannya diharapkan oleh peneliti, pemerintah pusat maupun
pemerintahdaerah  kota/kabupaten  dapat  bekerjasama  guna
mengupayakan pengadaan dan meningkatkanfasilitas pada LPKA,
maupun LPAS, Lembaga Pemasyarakatan. agar Narapidana anak yang
sementara ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan bersama

Narapidana dewasa bisa menerima haknya untuk memperoleh
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1.2.2

pendidikan, selain itu pemerintah juga dapat menempatkan anak yang
masih berada pada Lembaga Pemasyarakatan untuk dialokasikan ke
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang masih memiliki daya
tampung untk sementara, sambil menunggu proses pembangunan
LPKAdiwilayah asal anak tersebut, selain itu pemerintah khususnya
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia diharapkan
dapat meningkatkan fasilitas, serta pembatasan pengaturan hukum yang
jelas terkait proses pemisahan penempatan ruang khusus anak sehingga
tidak bergabung dengan narapidana dewasa. Juga dalam menjalankan
program pembinaan Anak yang berhadapan dengan hukum yang
ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan yang bercampur dengan
narapidana dewasa, dimaksimalkan dengan tidak menggabungkan
dengan kegiatan pembinaan narapidana dewasa. Sehingga meskipun
LPKA yang ada belum cukup untuk menampung seluruh narapidana
anak yang ada, ABH tetap dapat menjalankan kegiatan pembinaan serta
memperoleh hak-haknya tanpa adanya perasaan takut maupun pengaruh
negatif dari narapidana dewasa yang ada disekitarnya pada Lembaga
Pemasyarakatan.

Kedepannya diharapkan oleh peneliti, pemerintah dalam membuat
pengaturan berkaitan dengan syarat-syarat terhadap narapidana anak
yang hendak menjalani proses asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti
mengunjungi keluarga dan kerabat dapat lebih mempermudah syarat-
syarat administrasi dengan menyesuaikan kondisi anak yang masih
dalam usia belajar dan menjalani pendidikan sehingga tidak terputus
peluang dankesempatan dalam menggapai cita-cita. Pihak Lapas juga
diharapkan dapat menambah tenaga professional seperti psykologi,
maupun pengajar, agar dapat memberikan konseling maupun
pengajaran kepada ABH yang menjalani pidana di Lapas. Sehingga
Program pembinaan diLapas dapat berjalan maksimal.
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